Sebagian Dana Alokasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
dan 7 Kabupaten Ditunda
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Pemerintah pusat menunda sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil
(DBH) untuk Pemprov Kalsel dan tujuh kabupaten yakni Tapin, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu
Sungai Utara (HSU), Balangan, Tabalong, Tanahbumbu dan Kotabaru.

Penundaan ini akibat kelalaian pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan laporan
penyesuaian APBD dengan aturan yang ditentukan sebesar 50 persen. Dana yang ditunda
penyalurannya sebesar 35 persen dari DAU setiap bulannya dan DBH setiap triwulan mulai Mei
2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Abdul Haris menjelaskan, dalam SKB Mendagri
dan Menkeu pemerintah daerah diminta menyesuaikan anggaran untuk penanganan Covid-19
sebesar 50 persen. Sementara, Pemprov Kalsel hanya melalukan penyesuaian 30 persen. "Karena
kami mempertimbangkan beberapa kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan," jelasnya.

Dia menuturkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 10/Km.7/2020,
apabila Pemda telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 secara
lengkap dan benar. Maka, sanksi penundaan penyaluran DAU akan dicabut dan sisa DAU
disalurkan kembali.

Kasubbid Dana Transfer Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel,
Alfiansyah, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp34 miliar yang ditunda.
kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong, H Yuzan Noor mengatakan DAU
Tabalong yang semestinya disalurkan Rp. 35 miliar hanya dikucurkan Rp. 23 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, Teddy Taufani mengatakan besaran dana yang dipotong sebesar Rp13 miliar.

Di Hulu Sungai Utara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah drh H Suyadi
mengatakan DAU HSU berkurang 14 miliar setiap bulannya dengan adanya pemotongan ini.
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Sumber Berita:

https://banjarmasin.tribunnew.com/, Sebagian DAU Pemprov Kalsel dan 7 Kabupaten Ditunda
Karena Kelalaian Ini, Senin, 4 Mei 2020.

https://kalsel.prokal.co/, Pendapatan Sulit, Kalsel Malah “Dihukum” Sri Mulyani; Harus
Kehilangan Ratusan Miliar Dana Pusat, Senin, 4 Mei 2020.

Catatan Berita:
A. Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1
angka 23, Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat
kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan.

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen
pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan
ditetapkan dalam APBN.

Secara Umum DAU terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

B. Mekanisme Pengalokasian DAU

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi
dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun
ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU
dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil
atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal
sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan
alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal.

Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, danindeks Pembangunan
Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlahgaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah
danfatau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.
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DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi
yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan
perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
provinsi.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot
kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot
kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan
dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata
dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah
penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia,
dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal:

o Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi
dasar ditambah celah fiskal.

o Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi
dasar.

o Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari
alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah
fiskal.

o Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih
besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Rumusan Formula DAU adalah sebagai berikut:

e DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

e AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan

e CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) - Kapasitas Fiskal (KpF)

o KDbF = Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (%
Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) +
(% Pendapatan Domestik Regional Bruto)

e KpF = (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil)

. Penyaluran

DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas
Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi
DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum)
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D. Penyaluran DAU Sehubungan dengan Pandemi COVID-19
Pemerintah daerah (Pemda) yang tidak memenuhi ketentuan Laporan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dapat ditunda penyaluran sebagian Dana
Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH)-nya.

Hal ini  untuk memastikan komitmen Pemerintah Daerah  (Pemda) dalam
pencegahan/penanganan Covid-19 sesuai ketentuan PMK No0.35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Penundaan DAU juga dikenakan kepada Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD
namun belum sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK No.35/PMK.07/2020.

Kriteria evaluasi bagi Pemda yang sudah menyerahkan laporan namun belum memenuhi

ketentuan SKB dan PMK No.35/PMK.07/2020 adalah sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%,
serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan
perkiraan penurunan pendapatan daerah;

2. Adanya wupaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan
memperhatikan:

a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja
barang/jasa dan belanja modal sekurang-kuranganya 35%;

b. penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ekstrim sebagai dampak dari
menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian; dan/atau

c. perkembangan tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang perlu segera
mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

3. Penggunaan hasil rasionalisasi  belanja  daerah  untuk  dialokasikan  bagi
pencegahan/penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial, dan
menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

Ketentuan penundaan DAU tersebut, dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
10/KM.7/2020 (KMK N0.10/2020). Apabila Pemda segera menyampaikan laporan Penyesuaian
APBD sesuai ketentuan, maka sebagian DAU yang ditunda akan disalurkan kembali pada bulan
Mei 2020.

(Sumber: https://setkab.go.id/dau-dbh-potensi-ditunda-bagi-pemda-belum-dan-tidak-penuhi-
syarat-laporan-apbd-terkait-covid-19/)
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